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 Kesadaran Hukum memiliki peran penting dalam kemajuan negara semakin 

kuat kesadaran hukum maka semakin kuat faktor ketaatan hukum. Begitupun 

sebaliknya bahwa semakin lemah kesadaran hukum maka semakin lemah faktor 

ketaatan hukum. Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum adalah “ikhtisar dari 

Tesis yang dipertahankan” Soerjono Seokanto didepan sanat Guru Besar 

Universitas Indonesia. Penegakan hukum adalah sebuah upaya untuk mengapai 

keteraturan atau ketertiban. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat 

kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran 

hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, semakin tertib kehidupan 

masyarakat dan negara. Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah 

menysinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak 

hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat 

sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan.(Masyarakat, 

2019). Pada dasarnya, masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami 

hukum, tetapi secara sadar mereka masih melakukan tindakan melanggar 

hukum. 

Kata-kata kunci: 

Kesadaran Hukum; 

Ketaatan Hukum. 

 

  ABSTRACT 

Keywords: 

Legal Awareness; 

Obedience to the Law. 

 The Level of Public Awareness on Applicable Legal Regulations. Legal 

awareness has an important role in the progress of the country the stronger the 

legal awareness, the stronger the law obedience factor. Vice versa that the 

weaker the awareness of the law, the weaker the legal obedience factor. Legal 

awareness and Legal Compliance is the "overview of the Thesis defended" 

Soerjono Seokanto in front of the Professor of the University of Indonesia. Law 

enforcement is an attempt to address order or order. The progress of a nation 

can be seen from the level of legal awareness and legal observance of its 

citizens. The higher the awareness of the law and the observance of the laws of 

a country's population, the more orderly the life of the people and the state. In 

law enforcement, the main thing is to synergize the three pillars, namely 

legislation, law enforcement officials, and the legal culture of the community. 

Public legal awareness as an incarnation of the legal culture of the community 

must continue to be instilled so that community compliance with the law can 

continue to be improved. (Community, 2019). Basically, indonesian people 

know and understand the law, but consciously they are still committing unlawful 

acts. 
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Pendahuluan 

Kesadaran hukum dapat berarti tahu akan konsukuensi dalam menjalankannya dan mengetahui 

apa arti dari hukum itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, 

tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran 

hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. 

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang 

ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam 

kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi (Carmela & Suryaningsi, 2021).  

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan: Negara Indonesia adalah negara 

hukum. Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah 

negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, dimana di 

dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara Hukum Indonesia 

diilhami oleh ide dasar rechtsstaat dan rule of law (Asshiddiqie et al., 1945). Negara Hukum adalah 

negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan adalah ditangan rakyat yaitu suatu negara 

hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan 

dalam pasal 1 ayat (2); Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang 

Dasar Jo pasal 1 ayat (3) menyatakan, Indonesia adalah Negara Hukum.  

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (Perintah-perintah dan larangan) yang 

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat (Ayu & 

Suryaningsi, 2021).Kemudian Sesuai dengan pengertian negara hukum dan kutipan dari salah satu 

Ahli Hukum, dimana setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan 

berdasarkan dan di dalam koridor hukum. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara 

telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan dan 

tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945.  

Di dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. 

Diantara sekian banyak pendapat, terhadap suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-

satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan 

kemudian bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang 

merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat 

(Gultom, 2018). 

Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran-kesadaran hukum individu 

mengenai peristiwa tertentu. Ada pula yang menyatakan bahwa hukum ditentukan dan tergantung 

pada praktek-praktek sehari-hari dari pejabat hukum, seperti hukum dan ketertiban umum, selanjutnya 

dikatakan bahwa kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu 

demikian prosesnya, padahal kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-

ketentuan hukum tertulis ditaati.  (Suryaningsi & Muhammad, 2020) Dalam proses penegakan hukum 

terdapat empat elemen penting yang harus terlibat, yaitu hukum atau aturan itu sendiri, mental aparat 

hukum, fasilitas pelaksanaan hukum, kesadaran dan kepatuhan perilaku masyarakat. 

Tingkat Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang 

terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini 

sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu 

penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”. Tingkat Kesadaran Hukum Kesadaran 

hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri 

manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap 

hukum yang ada atau yang diharapkan.(Rosana, 2014) 

Agar adanya peningkatan kesadaran hukum maka perlu adanya sosiasasi tentang hukum. 

Pengetahuan tentang definisi hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum 
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masyarakat. Sejalan dengan uraian tersebut definisi hukum menurut  yaitu : Hukum itu ialah 

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam 

lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana 

terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. 

Peraturan merupakan hal yang memaksa setiap elemen masyarakat agar mengikuti peraturan 

yang ada, oleh karena itu apabila melanggar maka akan mendapat sanksi atau hukuman dari 

pelanggaran tersebut. Selain itu upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum, harus dilakukan 

dengan cara serius yaitu dengan memberlakukan hukum secara cara tegas karena hukum merupakan 

salah satu upaya untuk mengendalikan tingkah laku manusia. Sosialisasi dengan baik harus dilakukan 

agar seluruh elemen masyarakat mengetahui sehingga pemahaman dan kesadaran hukum akan 

meningkat.(Juandi, 2016) 

Konsep kesadaran hukum itu sendiri mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh 

warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga beserta mendarah daging. Proses 

pelembagaan ini yang akhirnya akan menjadi suatu pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan 

ditanamkan melalui suatu proses sosialisasi. Selanjutnya apa yang sudah dihayati dan dilembagakan 

itu diwujudkan kedalam suatu bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat 

dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang 

sudah lama dihayati, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 

Maka, peraturan diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat mulai baik 

kepada anak-anak maupun usia dewasa.(Hukum et al., 2019) 

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin 

kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan 

antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku 

yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu 

dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu 

merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan 

keberadaannya pun diakui oleh masyarakat (Masyarakat, 2019).  

Dalam pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.” Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara 

Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. 

Dengan demikian membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum saat ini bukanlah sesuatu yang 

mudah mengingat begitu banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk 

memikirkan hal tersebut”(Marsinah, 2016). 

Hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, 

penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peratuaran yang tumpul, tidak 

mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat 

menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang 

seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh 

kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan 1 dominan (Hermawan Usman, 2014). 

Metode 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelediki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia (Moleong, 2007 : 3). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

diamati (Lexy J. Moleong, 2010: 4). Penelitian ini membahas permasalahan Bagaimana upaya 
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meningkatkan kesadaran hukum dan Ketaatan hukum masyarakat. Pelaksanaan Wawancara pada 

masyarakat  ini dilaksanakan sebagai upaya Evaluasi terhadap Meningkatkan hukum Kesadaran 

Masyarakat agar masyarakat lebih menyadari akan pentingnya menerapkan hukum dalam kehidupan. 

Melalui kegiatan ini pada masyarakat ini akan tawarkan berbagai solusi bagi permasalahan-

permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Langkah – langkah pendekatan yang digunakan yakni 

sebagai berikut: (1) tahap perencanaan. Tahapan awal ini merupakan penyusunan rencana yang 

dilakukan dan dihasilkan Wawancara yang bermutu. Kemudian tugas tetap berjalan dengan baik 

meskipun lebih banyak mengerjakannya jarak jauh; (2) tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan 

penyiapan pelaksana dan penyiapan lapangan. Pada tahap persiapan pelaksana, saya mempersiapkan 

pelaksana dan pendukung yang dapat dilakukan untuk memperoleh wawancara; (3) tahap 

pelaksanaan. Tahap ini merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses kali ini. Peran RT 

sebagai Aparatur Pemerintah program diharapkan mendapatkan jawaban yang berkesan dari 

narasumber. Pada tahap ini disampaikan dalam bentuk video dan juga foto. Namun dikarenakan 

berbagai kendala dalam proses wawancara ini sehingga RT sebagai Aparatur Pemerintah tidak sempat 

diwawancarai namun sebagai gantinya Mahasiswa yang menjadi narasumber akan mengemukakan 

pendapatnya terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum. 

Hasil dan Pembahasan 

Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat. Apabila ditilik dari proses perkembangan 

hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum 

masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu 

yang teramat panjang. Mengingat hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat 

modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan 

hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang 

berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu 

sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya. Untuk itu hukum dapat dipahami berdasarkan 

pendapat orang masing-masing antara lain: “Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau 

kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang 

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu 

sanksi”(Marsinah, 2016). 

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing 

merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu 1) Pengetahuan hukum, 2) 

Pemahaman hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola prilaku hukum (soerjono 

soekanto, 1982: 140) (Warsito, 2013). Masalah kesadaran hukum 

masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan 

penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam 

masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan co-variant theory. 

Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-

bentuk prilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin volksgeist (jiwa 

bangsa) dan rechtsbemu stzijn (kesadaran hukum) sebagaimana yang 

diajarkan oleh Eugen Ehrlich, misalanya doktrin-doktrin tersebut 

mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa 

bangsa/kesadaran hukum masyarakat (Liberti, 1981) (Sosiologi Hukum, 

2009). 

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan 

diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru 
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(Refika Aditama, 2007). Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya 

fungsi hukum (moderen) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-

pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat (Warsito, 2013). Ia 

justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, 

sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk 

merubah sesuatu yang sudah ada. 

 Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun 

beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang 

dikatakan sebagai pemegang peran tetap saja berpola tingkah laku yang 

sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri (Satjipto Rahardjo, 1979). Apa 

yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum 

terwujud. Lain halnya jika peraturan hukum itu bersifat hanya 

memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota 

masyarakatnya (Soekanto, S, 1977). Karakteristik peraturan hukum seperti 

itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, 

karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan 

peraturan-peraturan hukum itu sendiri. 

Penegakan Hukum Masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum di 

Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, 

yaitu : kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan, 

struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, dan substansi hukum yang 

akan ditegakkan (Sabian Utsman, 2009). Peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam 

bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education).  

 

Tabel 1. Hasil Wawancara Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Peraturan Hukum Tingkat 

Kesadaran  

Sumber Data : Data Primer 2021 

 

Penegak hukum hari ini hanya dibekali dengan kekuasaan belaka tetapi tidak dibeli ilmu 

sehingga mereka kurang memiliki sifat manusiawi (Refika Aditama, 2007). Kesadaran hukum itu, 
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terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilia-nilia, pendangan-pandangan dan sikap-

sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.”Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan 

melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya (Esmi Warassih, 2005). Perilaku ini tidak ada. 

Artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah,” tegasnya.  

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum 

(Soejono Soekanto, 1982). Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh 

lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, 

masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. 

Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa 

untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak 

hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum (Soerjono Soekanto, 2005). 

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan 

dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau 

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia 

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan 

hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan 

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, 

yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. 

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yangterkandung di 

dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidupdalam masyarakat. Tetapi, 

dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkutpenegakan peraturan yang formal dan 

tertulis saja.(Hasaziduhu Moho, 2019) 

Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakn 

bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam 

diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Apabila masyarakat 

tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. 

Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu (Soekanto, 1985:152): (1) 

pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan; (2) 

Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.  

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. 

Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini 

merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini 

meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun 

kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan 

tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum 

berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian 

masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum 

dalam masyarakat.(Putu et al., 2019) 

Konsep kesadaran hukum itu sendiri mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh 

warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga beserta mendarah daging. Proses 

pelembagaan ini yang akhirnya akan menjadi suatu pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan 
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ditanamkan melalui suatu proses sosialisasi. Selanjutnya apa yang sudah dihayati dan dilembagakan 

itu diwujudkan kedalam suatu bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat 

dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang 

sudah lama dihayati, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 

Maka, peraturan diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat mulai baik 

kepada anak-anak maupun usia dewasa (Hukum et al., 2019). 

Secara mendasar, rendahnya atau kurangnya ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut 

dikarenakan masyarakat belum “melek hukum” atau belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. 

Masyarakat belum mengerti makna setiap peraturan hukum , bahkan ada masyarakat yang belum 

mengetahui adanya peraturan hukum tertentu. Berdasar pernyataan tersebut, penulis dapat 

menyatakan bahwa banyak pelanggaran terhadap hukum oleh masyarakat bukan disebabkan oleh 

kesengajaan. namun karena ketidaktahuan makna peraturan hukum yang ada. Pelanggaran terhadap 

hukum secara sengaja dilakukan bukan oleh masyarakat, tapi justru dilakukan oleh kelompok 

masyarakat tertentu yang justru mengetahui atau memilki ilmu tentang hukum, namun belum 

mengetahui makna hukum bagi dirinya dan masyarakat. Konsekuensi logis dari salah satu tujuh kunci 

pokok Indonesia , negara Indonesia adalah negara hukum , adalah negara berkewajiban memberikan 

pengetahuan tentang  hukum dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hukum bagi 

masyarakat. Pendidikan hukum secara formal memegang peranan yang sangat penting di dalam 

masyarakat , dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum. Dengan demikian lembaga-lembaga yang 

melaksanakan pendidikan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mentransfer 

pengetahuan hukum dan nilai-nilainya kepada masyarakat, sehingga terdapat perubahan sikap dan 

perilaku masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum. 

Simpulan 

Negara hanya menyediakan fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum, sedangkan selebihnya 

diserahkan kepada rakyat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan menggunakan fasilitas yang 

disediakan tersebut. Kendatipun tidak ada diskriminasi dalam penggunaan fasilitas atau hukum 

tersebut, tetapi dalam kenyataan di lapangan, tidak semua orang berada pada posisi yang sama untuk 

menikmati fasilitas yang disediakan oleh hukum. Kekuasaan tersebut berupa pengetahuan, status, 

hubungan-hubungan sosial, dan kemampuan ekonominya. Dengan kekuasaannya itu, mereka lebih 

mampu mengendalikan dan memanfaatkan penegakan hukum. Oleh karenanya hukum harus memiliki 

kewibawaan dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam 

wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membangun budaya 

hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam Negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah 

mayarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak 

dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman. Dengan adanya kepedulian, kesadaran, dan 

kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka itu merupakan salah satu upaya agar 

hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Upaya lainnya bisa dengan meningkatkan sosialisasi 

terhadap peraturan atau undang-undang baru yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan 

peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menjawab segala hal-hal yang masih 

dianggap tabu oleh masyarakat luas.  
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